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Abstrak

Studi ini mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat Kota Medan terhadap Pemilihan Walikota
Medan. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dapat dilihat
dari keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi, partisipasi pemilih
di Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan sejak reformasi hingga saat ini, cenderung mengalami
tingkat partisipasi yang rendah. Fenomena tersebut, cukup mengindikasikan bahwa masyarakat
Kota Medan tidak memiliki orientasi dalam mengunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala
Daerah. Oleh sebab itu, menakar partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan
Tahun 2020 menarik untuk dipelajari, agar menjadi referensi dan bahan refleksi dalam menekan
angka golongan putih di Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif.
Teknik pengumpulan data menggunakan data skunder berupa jurnal, dokumen, surat kabar dan
data primer melalui wawancara mendalam kepada informan yang berasal dari lembaga
penyelenggara Pemilu, organisasi politik dan sosial. Analisa data menggunakan teknik Miles dan
Huberman antara lain: reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan partisipasi masyarakat Kota Medan didominasi partisipasi dalam pemberian suara
dan apathy total. Selain itu, faktor - faktor yang menentukan tingkat partisipasi pada Pilkada 2020
mendatang yaitu; kepercayaan terhadap pemerintah, peran partai dalam rekrutmen politik dan
pemutakhiran data pemilih.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah.

Abstract
This study examines the political participation of the Medan City community to the Medan mayor elections.
One indicator of the success of the elections, can be seen from the community participation in the exercise of
the right of choice. However, voters ' participation in Medan city elections since reform to date, tends to have
a low level of participation. The phenomenon, quite indicating that the community of the city of Medan has no
orientation in using the right to select the regional head election. Therefore, the estimative participation of
voters in the city elections in Medan year 2020 interesting to learn, to be a reference and reflection material in
the press of the number of abstainers in Medan. This research is done by a qualitative method of descriptive.
Data collection techniques using secondary data in the form of journals, documents, newspapers and primary
data through in-depth interviews to the informant that originated from the agency of elections, political and
social organisations. Data analysis using the Miles and Huberman techniques are: data reduction, data
display and draw conclusions. The results of the study showed the community participation in Medan is
dominated by participation in voting and total apathy. In addition, the factors that determine the level of
participation in the upcoming elections 2020 are; Government, the party's role in political recruitment and
the update of voters data.
Keywords: political participation, regional elections.
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PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan gagasan
besar dalam mengubah struktur
politik di dunia. Selain itu, hadirnya
demokrasi memberikan harapan
baru terhadap kedaulatan rakyat
(Kusmanto, 2014). Aktivitas tersebut,
tercermin dari partisipasi
masyarakat untuk membatasi para
elit dalam menyalahgunakan norma
dan prosedur demokrasi. Ketika elit
berperan secara dominan terhadap
sistem politik, institusi menjadi lebih
rentan dan kelangsungan hidup
berdemokrasi  berisiko
2016).

Sejak

Undang Nomor 10 Tahun 2016

(Lussier,

diterbitkan =~ Undang-

pemerintah ~ pusat  menjadikan
Pemilihan Kepala Daerah sebagai
instrumen penting dalam
penyelenggara pemerintahan daerah
yang demokratis. Dengan demikian,
partisipasi masyarakat mengakar
pada tingkat daerah dan melibatkan
masyarakat dalam kegiatan -
kegiatan pemerintah daerah (Aulich,
2009). Selain itu, Kota Medan akan
melaksanakan Pemilihan Kepala
Daerah tahun 2020 untuk memilih

Walikota dan Wakil Walikota

Medan. Akan tetapi, partisipasi

pemilih di Pemilihan Kepala Daerah
Kota ini,

Medan hingga saat

cenderung  mengalami  tingkat
partisipasi yang rendah. Berikut data
partisipasi masyarakat pada setiap
Pemilihan Kepala Daerah di Kota

Medan ;

Tabel 1.1 Data Partisipasi
Masyarakat Kota Medan pada
Pilkada
Pilkada Tahun  Jumlah Tingkat
Pemilih Partisipasi
Walikota 2005 1.450.596 54,70%
Gubernur 2008 1.725.045 47,10 %
Walikota 2010 1.961.723 38,28 %
Gubernur 2013 2.123.878 36,58 %
Walikota 2015 1.998.835 25,38 %
Gubernur 2018 1.641.648 55,80 %

98

Sumber : KPUD Kota Medan Tahun 2019

Data partisipasi pemilih di
Pemilihan Kepala Daerah Kota
Medan menunjukkan  pola yang
menarik untuk dipelajari. Sejak
reformasi, hingga saat ini partisipasi

Pemilihan Kepala Daerah di Kota

Medan  terlihat tidak  pernah
menyentuh angka 60%. Hemat
penulis, berdasarkan partisipasi

pemilih pada Pemilihan Walikota
Tahun 2005 hanya mencapai 54,70%,
Pemilihan Walikota Medan Tahun
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2010 sebesar 36,28% dan Pemilihan
Walikota 2015 partisipasi 25,38%.
Kondisi serupa, dapat dilihat
partisipasi
Pemilihan Gubernur 2008 47,10%,
Pemilihan Gubernur 2013 36,58%

2018

masyarakat pada

dan Pemilihan Gubernur
mencapai 55,80% (Kpu Kota Medan,
2019). Fenomena tersebut, cukup
mengindikasikan bahwa euforia
Pilkada, secara empiris tidak diikuti
oleh jumlah pengguna hak pilih.
Sehingga partisipasi pemilih sebagai
indikator keberhasilan Pilkada tidak
terpenuhi dan tidak sebanding
dengan anggaran yang diberikan
sampai miliaran rupiah (Nasution,
2019).

Selanjutnya, partisipasi
pemilih di Pemilihan Kepala Daerah
serentak tahun 2015, secara nasional

Kota Medan menduduki partisipasi

terendah dengan 2538% (Khair,
2020). Oleh sebab itu, Komisi
Pemilihan Umum Kota Medan

melakukan evaluasi terhadap tingkat
partisipasi pemilih pada Pemilihan
Kepala Daerah tahun 2015. Hasil
evaluasi menunjukkan rendahnya
partisipasi ~ pemilih  dipengaruhi

faktor internal dan eksternal. Faktor
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internal berupa teknis
penyelenggara  pemilu,  seperti
:daftar  pemilih  tetap  belum

mutakhir yang berimplikasi pada
pemetaan tempat pemungutan suara
Distribusi C6, Kinerja petugas
pemutakhiran data pemilih dan
faktor Ekstenal meliputi figur
pasangan calon, peran partai politik
dan ketidakpercayaan masyarakat
terhadap hasil Pemilihan Kepala
Daerah (Damanik, 2018). Sehingga,
kredibilitas

integritas dan

penyelenggara  pemilu  sangat
menentukan partipasi masyarakat
dalam menggunakan hak pilihnya
(Adela, 2017).
Penelitian terdahulu, telah
banyak melakukan analisis terhadap
partisipasi masyarakat pada
Pemilihan Kepala Daerah. Akan
tetapi, perilaku tidak memilih masih
menjadi masalah  krusial. Hal
tersebut, merupakan salah satu ciri
ilmu sosial yang sangat dinamis dan
terus berkembang. Adapun beberapa
penelitian terdahulu yang dapat

dijadikan referensi yaitu Filla &

Johnson yang menunjukkan
informasi pemerintah daerah
mempengaruhi  jumlah  pemilih
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dalam pemilihan di daerah (Filla &

Johnson, 2010). Selain itu, hasil

penelitian Archon Fung menjelaskan

tantangan partisipasi

disebabkan

masyarakat
minimnya
kepemimpinan populer, sistematis
dan inovasi (Fung, 2015).
Selanjutnya, temuan Ank
Michels memperlihatkan partisipasi
warga memiliki sejumlah efek positif
pada sistem demokrasi, hal ini dapat
meningkatkan pengetahuan

individu, keterampilan dan

keterlibatan untuk  memberikan
rekomendasi

(Michael,

terhadap kebijakan

2011). Hasil penelitian

Hogan membuktikan tingkat

pengeluaran kampanye yang lebih

tinggi meningkatkan partisipasi
pemilih dalam Pileg di negara
bagian Amerika serikat (Hogan,

2013). Hasil penelitian Stockemer
secara empiris, tingkat partisipasi
yang rendah dalam pemilihan Uni
Eropa terkait langsung dengan
penolakan warga terhadap proyek
Uni Eropa (Stockemer, 2012). Tesis
Asmara Pane menunjukkan bahwa
rendahnya Partisipasi Pemilihan
Gubernur Sumatera Utara tahun
2013 di

Kota Padangsidimpuan
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dipengaruhi Minimnya sosialisasi,
rasa jenuh terhadap hasil Pemilihan
Kepala Daerah dan tidak memberi
manfaat secara langsung Dbagi
masyarakat (Pane, 2015). Selain itu,
tesis  Siringoringo menunjukkan
rendahnya partisipasi pemilih di
Pilkada Kota Medan tahun 2015
dipengaruhi lemahnya peran
Kommisi Pemilihan Umum dalam
melakukan sosialisasi, pendidikan
dan komunikasi politik
(Siringoringo, 2016).

Penelitian dalam artikel ini
pada dasarnya mengambil posisi
yang berbeda dalam beberapa hal
dengan penelitian - penelitian
sebelumnya. Masalah tersebut dapat
dilihat dari perilaku tidak memilih
pada setiap Pilkada menggambarkan
buruknya kualitas demokrasi di Kota
Medan. oleh sebab itu, mencermati
proses serta proyeksi Pilkada tahun
2020 di Kota Medan penting untuk
dilakukan. Fokus permasalahan
yang menarik untuk dipelajari,
yakni:

kepercayaan terhadap

pemerintah, peran partai dalam
rekrutmen politik dan pemutakhiran
data pemilih. Dengan demikian,

masalah yang akan dihadapi pada
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Pilkada tahun 2020, tentunya akan
berdampak pada tingkat partisipasi
masyarakat Kota Medan.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif sebagai gambaran
atau objek terhadap fenomena sosial
berdasarkan gejala - gejalanya
(Nawawi, 2017). Fokus penelitian ini
adalah menakar partisipasi politik
masyarakat Kota Medan terhadap
Pemilihan Walikota Medan tahun
2020. Lokus penelitian terdapat pada
Kota Medan yang terdiri dari 21
Kecamatan.

Teknik  pengumpulan data
dilakukan dengan data skunder

berupa buku, jurnal, dokumen,

media cetak dan kanal Dberita

elektronik. Selain itu, data primer
didapatkan dengan wawancara
mendalam kepada informan yang
berasal dari lembaga penyelenggara
Pemilu, organisasi politik dan sosial.
Selanjutnya, penelitian ini
mengunakan teknik analisis data
kulitatif model Miles dan Huberman.
Aktivitas dalam analisis data kuliatif
reduksi data,

tersebut meliputi:

display data, dan  penarikan
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kesimpulan (Miles, Huberman &

Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menakar partisipasi  politik

masyarakat di Pemilihan Kepala
Daerah Kota Medan bukan hal yang
mudah. Akan tetapi, data partisipasi

menunjukkan bahwa

tidak

masyarakat

memiliki  hasrat dalam

menggunakan hak pilihnya. Hal ini,
dapat dibuktikan dengan hasil
rekapitulasi suara disetiap Pemilihan
Kepala

Daerah yang cenderung

mengalami  tingkat

Kondisi

partisipasi
rendah. tersebut,
berbanding terbalik dengan hasil
Pemilihan Umuu tahun 2019 yang
menunjukkan partisipasi sebesar
74% pada Pemilihan Presiden dan
Pemilihan Legislatif. Meski, angka
partisipasi tidak mencapai target
nasional. Namun, capaian partisipasi
pada Pemilihan Umum Tahun 2019
tergolong cukup signifikan dalam
rentang waktu 10 tahun terakhir
(Suhartono, 2020).

Selanjutnya, perhelatan
Pemilihan Gubernur Sumatera Utara
2018

menunjukkan tingkat

partisipasi di Kota Medan sebesar
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55,80%. Selain itu, terdapat 4
Kecamatan yang memiliki tingkat
partisipasi rendah, seperti
Kecamatan Medan Maimun, Medan
Baru, Medan Kota dan Medan
Sunggal. Oleh karena itu, wilayah
yang rentan terhadap partisipasi
dijadikan prioritas Komisi Pemilihan

Umum Daerah Kota Medan dalam

meningkatkan partisipasi pemilih
(Siregar, 2019). Hemat tersebut,
senada dengan pernyataan

Komisoner Komisi Pemilihan Umum

Daerah  Kota  Medan  Divisi
Partisipasi Masyarakat dan Sumber
Daya Manusia yang mengatakan:
“Pada Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2015 terdapat lima daerah
yang mengalami tingkat partisipasi
rendah dan paling ekstrim di Medan
Amplas tingkat partisipasi hanya
21,6%,

Kepala Daerah Tahun 2018 daerah

namun pada Pemilihan

tersebut keluar dari zona rawan
partisipasi dengan 61,4 %. Saat ini
yang belum keluar zona rawan
partipasi yaitu Kecamatan Medan
Maimun, Medan Baru, Medan Kota
dan Medan Sunggal yang menjadi

tingkat partisipasi terendah dalam
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Pemilihan Gubernur Sumatera Utara
2018”.
Menyitir Rush dan Althoff
dalam hierarki partisipasi politik
terdapat seseorang yang menduduki
atau mencari jabatan politik dari
keterlibatan  anggota  organisasi
politik dan semu politik. Selain itu,
individu berpartisipasi dalam rapat
umum  dan  diskusi

politik.
Tambahan pula, individu hanya
berpartisipasi dalam  pemberian
suara atau apathy total (Rush &
Althoff, 2011).

Hierarki tersebut, menunjukkan

semakin hierarki, maka

tinggi

semakin  kecil kuantitas dari

keterlibatan individu. Akan tetapi,

partisipasi masyarakat Kota Medan

didominasi partisipasi dalam
pemberian suara dan apatis.

Hemat penulis, berdasarkan
pendapat Komisoner Komisi

Pemilihan Umum Daerah Kota
Medan Divisi Partisipasi Masyarakat
dan Sumber Daya Manusia yang
mengatakan: “Tingkat partisipasi
masyarakat Kota Medan terbagi
dalam dua kategori; rasional dan
emosional. Pertama, rasional pemilih
berdasarkan

dalam memilih
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patronase yang bersifat spontan dan

sesaat, Kedua, emosional pemilih

dipengaruhi pragmatisme dalam
memilih salah satu calon. Hal ini
dipengaruhi karena menilai tidak
ada bermanfaatnya kepada dirinya
secara langsung”.

Partisipasi masyarakat Kota
Medan, jika di analisis dengan teori

hierarki partisipasi terbagi dalam

partisipasi pemberian suara dan
apathy total. Masyarakat
berpartisipasi dalam pemberian

suara dipengaruhi patronase budaya

dan agama. Kondisi tersebut,
disebabkan penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Dearah sarat

dengan isu identitas seperti: putra

daerah dan Islam sangat

menentukan tingkat partisipasi di
Kota Medan (Nasution, 2019).
Apabila berkaca pada Pemilihan
Kepala Daerah tahun 010 dan
Pemilihan Kepala Daerah tahun

2018, cukup membuktikan bahwa

politik identas sangat mewarnai
keterlibatan =~ masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya
(Pasaribu, 2018).

Hemat penulis, senada dengan

pernyataan =~ Komisoner = Komisi
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Pemilihan Umum Daerah Kota
Medan Divisi Partisipasi Masyarakat
dan Sumber Daya Manusia yang
mengatakan: “ Pemilihan Walikota
Tahun 2010 partisipasi
38,28%, kekalahan

hanya
Sofyan Tan
diakibatkan adanya politik identitas
seperti suara kaum Islam yang tidak
memberikan ~ suaranya

kepada

Fenomena tersebut,
di
Sumatera Utara 2018.

disebabkan

Sofyan Tan.

kembali terjadi Pemilihan
Gubernur
Kenaikan partisipasi
politik identitas seperti isu Islam dan
putra daerah yang dibawa oleh tim
pemenangan Edy - Musa dan sosok
Ulama tetap menjadi patron”.

Selain itu, masyarakat Kota
Medan apathy total disebabkan sifat
emosional pemilih yang cenderung
paragmatisme. Hal ini dipengaruhi
Kepala Daerah di Kota Medan tidak
melakukan perubahan dan inovasi
yang berdampak secara langsung,
bahkan beberapa Kepala Daerah
sebelumnya  memiliki  reputasi
buruk. Oleh sebab itu, kurangnya
kepercayaan terhadap pemerintah
sangat mempengaruhi masyarakat

untuk tidak mnggunakan hak pilih
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di Pemilihan Kepala Daerah Kota
Medan.
Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Sistem politik pada dasarnya
merupakan serangkaian struktur dan
proses yang saling berkaitan dalam
menjalankan kekuasaan secara sah.
Selain itu, sistem politik akan
berfungsi apabila input dan output
berjalan  secara  berkelanjutan.
Dengan demikian, hubungan antara
input dan output akan menghasilkan
keputusan - keputusan penting bagi
masyarakat. Namun, sampai saat ini
masyarakat Kota Medan masih sulit
untuk memberikan stereotipe positif
terhadap Pemrintah Kota Medan.
Kondisi tersebut, disebabkan
minimnya penanganan infrastruktur,
dan Korupsi di Kota Medan (Tigor,
2019; Damanik, 2017; Nurita, 2016;
Yoseph, 2019). Sehingga, tuntutan
(input) dari masyarakat atas masalah
pelayanan publik mengakibatkan
hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap Pemerintah.

Faktor kepercayaan kepada
pemerintah sangat mempengaruhi
tinggi rendahnya partisipasi politik
masyarakat. Sterotipe masyarakat

terhadap kinerja pemerintah dari
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pembuatan kebijakan dan

pelaksanaan program - program
yang dijanjikan, akan memberikan
kepercayaan kepada Kepala Daerah
dan calon Kepala Daerah untuk
diberi amanah (Surbakti, 2010). Akan
tetapi, secara keseluruhan mantan -
Kota
reputasi buruk
seperti, Walikota Medan Abdilah
2005 - 2010, Gubernur
Syamsul 2008 - 2013, Walikota
Medan Rahudman 2010 - 2015,
Gubernur Sumut Gatot 2013 - 2018
dan Walikota Medan Dzulmi Eldin
2015-2020 terjerat kasus

(CNN Indonesia, 2019). Oleh sebab

mantan Kepala Daerah di

Medan memiliki

Sumut

korupsi

itu, rendahnya  kepercayaan

terhadap kinerja Kepala Daerah

mengakibatkan masyarakat tidak

memiliki orientasi dan minat untuk

ikut serta di Pemilihan Kepala

Daerah. Hemat tersebut, senada

dengan pernyataan dari Ketua

Dewan Pimpinan Cabang Gerindra
Kota Medan yang mengatakan

“Masyarakat jenuh atas

diperlihatkan kasus-kasus hukum

dari Kepala Daerah, baik Gubernur

Sumatera Utara dan Walikota

Medan. Puncak kejenuhan
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masyarakat terlihat di Pemilihan
Walikota Tahun 2015 yang hanya
mencapai 25,38% tingkat
kehadirannya. Hal ini dipengaruhi
masyarakat sudah mulai pintar dan
kritis terhadap kepemimpinan di
Kota Medan”.

Partai politik sadar akan
rendahnya partisipasi dipengaruhi
masalah Kepemimpinan di Kota
Medan. Selain itu, pendapat serupa
dapat dibuktikan dari Ketua Hikma
Kota Medan yang menyebutkan:
Kota Medan lebih

sebab

“Masyarakat
melek politik, rendahnya

partisipasi  dipengaruhi penilaian
masyarakat terhadap visi/misi dari
calon yang dinilai hanya sebagai
janji, tanpa ada aktualisasinya. faktor
ini didasarkan pengalaman
masyarakat terhadap Kepala Daerah
sebelumnya yang tidak memenuhi
janjinya”.

Meskipun pandangan selama

ini  cenderung  mendiskriminasi
seseorang tidak memilih adalah
tindakan yang apatis dan tidak

bertanggungjawab. Masyarakat Kota

Medan tidak serta merta

menunjukkan orientasi kepribadian

yang apatis (Cahyono, 2019).
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Perilaku tersebut, dibuktikan dengan

tingkat pemahaman masyarakat
terhadap figur pasangan calon dan
masalah- masalah di Kota Medan
(Medan Tribun, 2019). Oleh sebab
itu, perilaku tidak memilih
berindikasi sebagai peringatan dari
masyarakat atas kekecewaan yang
tidak diperhatikan kepentingannya.
Oleh karena itu, Kepala Daerah
sudah

sepantasnya memberikan

perubahan dan  pemberdayaan

secara

2020).

berkelanjutan  (Nasution,

Sehingga, kinerja

yang
diberikan mendapatkan apresiasi
dan

timbulnya kepercayaan

masyarakat untuk menggunakan

hak pilihnya.

Peran Partai Dalam Rekrutmen

Politik

Salah satu masalah yang
menjadi perhatian publik,
bagaimana peran partai politik

dalam kontestasi Pemilihan Kepala
Daerah. Menyitir Diamond dan

Gunter Mengidentifikasi  fungsi

partai politik dalam demokrasi
elektoral. Pertama, partai melakukan
mobilisasi kepada pemilih untuk

mendukung calon dan memfasilitasi
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kegiatan dalam pemilihan. Kedua,

penataan masalah dilakukan partai

untuk mengelola isu dari
kepentingan berbagai kelompok
sosial. Ketign, mewakili berbagai

kelompok sosial, baik secara simbolis

dan memajukan kepentingan

tertentu. Keempat,

dilakukan

agregasi
kepentingan untuk
stabilitas kebijakan dalam jangka
panjang. Kelima, peran partai dalam
sosial

integrasi memungkinkan

masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses

Larry and Gunter, 2001).

politik  (Diamond,

Selanjutnya, peran partai
politik dalam Pilkada langsung lebih
pada posisi menyediakan legitimasi
pencalonan. Namun, hasil penelitian
Hanafi membuktikan bahwa
kegiatan pencalonan di Pemilihan
Kepala Daerah sarat dengan
kepentingan dari elite partai. Kondisi
tersebut, menyebabkan calon Kepala
Daerah tidak memiliki kompetensi
yang baik. Sehingga partai politik
hanya dijadikan sebagai kendaraan
politik, tanpa melihat suara kritis
publik terhadap persoalan korupsi di
daerah  (Hanafi, 2014). Secara

sporadis korupsi di Kota Medan
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disebabkan partai tidak melakukan
rekrutmen politik yang demokratis.
Hemat penulis, dapat dibuktikan

dengan pernyataan Ketua Komite

Independen  Pemantau  Pemilu
Sumut yang mengatakan
“Rendahnya partisipasi di Kota

Medan disebabkan gagalnya partai
politik memberikan sosok calon
yang berkualitas, masyarakat masih
saja trauma dengan masa lalu Kepala
Daerah yang dilahirkan oleh partai
politik terjerat kasus korupsi, hal ini
mempengaruhi masyarakat untuk

tidak peduli dengan Pilkada dan
Tidak Menggunakan hak pilih”.

Produk rekrutmen politik
yang buruk diakibatkan belum
terbentuknya  sistem  rekrutmen
politik ~ yang  baku, terbuka,

demokratis, dan akuntabel. Sebagian
partai politik mendasarkan sumber
rekrutmen politik dari lingkungan
keluarga dan kekerabatan politik.
Sehingga cenderung  tertutup,
ekslusif, dan nepotisme. Meskipun
ada prosedur formal yang dimiliki
partai dalam proses rekrutmen, pada
realitasnya prosedur tersebut tidak

sepenuhnya dilakukan oleh

pimpinan partai (KPK & LIPI, 2016).
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Oleh karena itu, partai berusaha

kandidat

mencalonkan

yang

berkompeten, walau dalam

prosesnya sarat dengan isu identitas.

Hemat tersebut, didukung

pernyataan dari Ketua Dewan

Pimpinan Cabang Gerindrra Kota

Medan mengatakan

yang
“Rendahnya partisipasi di Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2015, sebagai

pertanda  bahwa  calon

yang
dihadirkan partai belum mampu

meyakinkan masyarakat. Oleh sebab

itu, pada Pilgubsu 2018 partai

Gerakan Indonesia Raya mengusung
Edy dan Musa. Selain itu, partai

lainnya mengusung Dijarot dan

Sihar. Kedua calon dianggap figur

dinginkan masyarakat,

yang

sehingga  berdampak  terhadap

tingkat partisipasi masyarakat jika
dibandingkan dengan Pilkada 2015”.

Proses rekrutmen  politik

merupakan manifestasi dari

dinamika dan demokrasi internal

partai. Semakin demokratis

kehidupan partai, maka semakin
demokratis pula proses rekrutmen

politik. Dengan demikian,

keterlibatan elite partai harus

menjamin berlangsungnya seleksi
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yang terbuka, demokratis dan
akuntabel. Oleh sebab itu, partai
politik sudah seharusnya
memberikan kader terbaik pada
kontestasi Pilkada. Sehingga
sterotipe negatif masyarakat

terhadap calon akan berubah dan

kompetensi yang dimiliki calon,

akan berdampak pada tingkat
partisipasi di Pilkada Kota Medan
tahun 2020.
Pemutakhiran data Pemilih

Urgensi pemutakhiran data
pemilih menjadi indikator terpenting
dari keberhasilan Pemilihan Kepala
Daerah. Akan tetapi, masalah data
pemilih masih menjadi persoalan
klasik yang tak kunjung tuntas.
Masalah ini didasarkan tidak
efektifnya proses pemutakhiran data
pemilih di Kota Medan. Secara
sporadis pemutakhiran data pemilih
tidak dilakukan dengan pencocokan
dan penelitian (coklit) secara faktual.
Sehingga, berimplikasi pada hak
konstitusional masyarakat, sulitnya
menentukan anggaran biaya dan
ketersedian surat suara (Damanik,
2018)
hasil

Selanjutnya, evaluasi

Komisi Pemilihan Umum Kota
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Medan  pasca  Pilkada 2015

menunjukkan rendahnya partisipasi
pemilih disebabkan Daftar Pemilih
Tetap belum mutakhir. Oleh sebab
itu, Komisi Pemilihan Umum Kota
Medan melakukan kegiatan coklit
terhadap Pilkada Kota Medan.
Kondisi tersebut, dapat dibuktikan
dengan pernyataan Komisioner
Komisi Pemilihan Umum Daerah
Medan Divisi

Kota Partisipasi

masyarakat dan Sumber Daya

Manusi yang mengatakan : “Komisi
Pemilihan Umum Kota Medan
melakukan coklit untuk persiapan
Pemilihan Gubernur Sumatera Utara
Tahun 2018. Kami berkordinasi
Pendudukan dan

(Disdukcapil)

dengan Dinas

Catatan Sipil Kota

Medan dalam melakukan “coklit””
selama 1 bulan. Hasilnya
pemutakhiran data pemilih terdapat
441.170 pemilih yang dihapus dan
itu diperbolehkan dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum nomor 04
tahun 2015

seperti 11 Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih,

terdapat 8 langkah pencoretan data

pemilih  yang  dikualifikasikan
Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
(TMS)  dengan  dibuat  berita
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acaranya. Akhirnya semula Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2015
sebanyak 1.961.471 berubah menjadi
1.520.301 pada Pemilihan Gubernur
Sumatera Utara 2018”.

Proses Pemutakhiran data
pemilih merujuk Peraturan Kommisi
Pemilihan Umum Nomor 04/2015
tentang pemutakhiran daftar pemilih
pada Pemilihan Kepala Daerah. Akan
tetapi, proses pembenahan data
pemilih di Kota Medan mendapatkan
sterotipe

negatif dari masyarakat.

Hemat tersebut, melihat jumlah

Daftar Pemilih Tetap yang sudah
dicoret pada Pemilihan Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2018, hadir

dengan jumlah 300.000 pemilih.

Walau pemilih dapat menggunakan

hak pilih, namun masalah

ketersedian surat suara

mengakibatkan masyarakat tidak

maksimal dalam menggunakan hak

pilihnya.
Hal tersebut, berdasarkan
peryataan Komisoner Komisi

Pemilihan Umum Daerah Kota
Medan Divisi Partisipasi Masyarakat
dan Manusia yang mengatakan:
“Pada  hari

pemungutan suara,

masyarakat yang sudah di coret
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sebagai Pemilih Tidak Memenuhi
Syarat (TMS), muncul kembali sekitar
300.000 ribu jiwa, Namun, masalah
yang terjadi kekurangan surat suara,
tetapi kami sudah sesuai mekanisme
dalam melakukan Pencocokan dan
Penelitian (coklit)”.

Ketersediaan surat suara pada
Pemilihan Gubernur Sumatera Utara
(Pilgubsu) tahun 2018 disebabkan
pencoretan data pemilih sebesar
441.170. Faktor tersebut, dipengaruhi
tingginya mutasi penduduk tidak
keterlibatan

sejalan dengan

masyarakat dalam mengurus
administrasi penduduk. Selain itu,
masalah data pemilih dan kondisi
saat Pemilihan Gubernur Sumatera
Utara (Pilgubsu) tahun 2018 merujuk
Ketua Komite

pernyataan  dari

Independen Pemantau Pemilhan
Umum yang mengatakan: “Khusus
Kota Medan masalah yang banyak
ditemui yaitu: data ganda, undangan,
ketersediaan surat suara, seperti di
Keamatan Medan Denai Kecamatan
Medan Amplas. Sehingga banyak
pemilih tidak bisa memilih.
Tambahan lagi, di Kecamatan Medan
Maimun minimnya kesiapan Komisi

Pemilihan Umum seperti pendataan,
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undangan C6 yang diberikan tidak
tepat yang dipengaruhi rendahnya
untuk

kesadaran masyarakat

mengurus surat pindah”.
Problematika data pemilih di Kota
Medan dipengaruhi multi faktor.
Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi
dan perhatian bersama dalam
meningkatkan partisipasi pemilih di
Kota Medan. Selain itu, Pilkada

sebagai sarana kedaulatan rakyat

harus dilindungi kuantitas dan
kualitasnya. = Dengan  demikian,
pembenahan data pemilih

diharapkan mampu dilakukan secara

faktual, agar masyarakat tidak

skeptis dalam menggunakan hak
pilihnya. Sehingga, pada Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2020 tidak
sekedar

hanya meningkatkan

partisipasi  pemilih, akan tetapi

masyarakat teredukasi dan cerdas
dalam mengambil peran dalam

seluruh tahapan proses Pilkada.

SIMPULAN
Hasil penelitian
memperlihatkan partisipasi

masyarakat pada setiap Pilkada di
Kota Medan didominasi partisipasi

dalam pemberian suara dan apathy
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total. Selain itu, faktor yang

menentukan tingkat partisipasi di

Pemilihan Kepala Daerah Kota

Medan tahun  2020.  Pertama,
rendahnya kepercayaan terhadap
pemerintah  disebabkan  mantan

Kepala Daerah memiliki reputasi

buruk dan tidak memberikan

dampak terhadap pelayanan publik
di Kota Medan. Kedua, peran partai
dalam rekrutmen politik tidak
berjalan secara demokratis, hal ini
didasarkan calon Kepala Daerah
tidak

diusung  partai

yang
mendapatkan stereotipe positif dari
masyarakat. Ketiga, pemutakhiran
data pemilih di Kota Medan masih
memiliki masalah yang disebabkan
KPU belum efektif dalam melakukan
pencocokan dan teliti data (coklit)
secara faktual. Sehingga berdampak
terhadap hilangnya hak
konstitusional masyarakat, sulitnya
menghitung anggaran biaya dan

ketersedian surat suara.
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